SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN AL-KHAIRIYAH CITANGKIL
Nomor : 01. [S¥SK/YAC/11/2021

TENTANG

PENDIRIAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS AI-KHAIRIYAH

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Al-Khairiyah Citangkil, setelah :

Menimbang

Mengingat

S

Memperhatikan

Menetapkan
Pertama

Kedua

Ditetapkan di
Pada tanggal

a. Terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1247/M/2020 tentang

izin penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Khairiyah dan Sekolah Tinggi
IImu Komputer Al-Khairiyah menjadi Universitas Al-Khairiyah.

. Bahwa untuk berkembangnya perguruan tinggi di Universitas Al-Khairiyah, maka

dipandang perlu adanya pendirian Fakultas Teknik Universitas Al-Khairiyah.

. Sebagaimana poin a dan b diatas, maka diperlukan keputusan Yayasan Al-Khairiyah

Citangkil.

. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional

. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan

Tinggi

. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun

2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang dosen
. Akta Yayasan Al-Khairiyah Citangkil, Nomor: 04 Notaris Peni Inggriani, SH,

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, No. Ahu-0000139.AH.01.05.
Tahun 2017.

Akta Notaris Peni Inggriani, SH., Tentang Berita Acara Serah terima pengalihan,
pengelolaan dan penyerahan seluruh usaha-usaha, lembaga-lembaga pendidikan dan
usaha-usaha lainnya yang dimiliki Yayasan Al-Khairiyah kepada Yayasan Al-Khairiyah
Citangkil.

Hasil rapat pengurus Yayasan Al-Khairiyah Citangkil.

MEMUTUSKAN:

Mendirikan Fakultas Teknik Universitas Al-Khairiyah.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan
diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

: Citangkil
: 11 Februari 2022
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